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Abstrak 
Tujuan Utama - Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji literasi keuangan 
dan kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM serta peran pembiayaan 
hijau sebagai moderator di Sulawesi Barat. 
Metode – Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif eksplanatori dengan menggunakan pendekatan structural equation 
modelling–partial least square (SEM-PLS).  
Temuan Utama – Meskipun pembiayaan hijau telah diimplementasikan secara 
nasional, pada tingkat daerah seperti Provinsi Sulawesi Barat kebijakan tersebut 
belum diturunkan menjadi pedoman operasional dan produk yang aplikatif bagi 
pelaku UMKM. Kondisi ini menyebabkan indikator akses dan kemudahan memiliki 
persebaran rendah (range restriction), sehingga efek langsung maupun efek moderasi 
tidak terdeteksi secara statistik dan pengaruh pembiayaan hijau terhadap 
keberlanjutan UMKM belum teridentifikasi secara empiris. 
Implikasi Teori dan Kebijakan – Hasil penelitian mengimplikasikan perlunya 
penguatan literasi keuangan pelaku UMKM dalam pengelolaan usaha berkelanjutan. 
Kebijakan pemerintah perlu difokuskan pada prosedur yang sederhana dan insentif 
yang mudah diakses, sedangkan penerapan pembiayaan hijau di daerah perlu 
dipercepat melalui pengembangan produk adaptif dan pendampingan agar 
kontribusinya terhadap keberlanjutan UMKM dapat terukur.  
Kebaruan Penelitian – Kebaruan penelitian ini adalah kebijakan keuangan hijau untuk 
keberlanjutan UMKM hijau pada daerah berkembang seperti Provinsi Sulawesi Barat 
yang ditinjau dari hubungan pengaruh antar variabel yang berkaitan dengan 
penelitian.  
Kata Kunci:  UMKM, literasi keuangan, kebijakan pemerintah, pembiayaan hijau, 

keberlanjutan. 
 
Abstract 
Main Purpose - The objectives of this study are to examine financial literacy and 
government policies on the sustainability of MSMEs and the role of green financing as 
a moderator in West Sulawesi.  
Method – The research method used quantitative explanatory using a structural 
equation modelling-partial least square (SEM-PLS) approach.  
Main Findings – Although green financing has been implemented nationally, at the 
regional level, such as in West Sulawesi Province, the policy has not been translated 
into operational guidelines and applicable products for MSME actors. This condition 
has resulted in low indicators of access and ease of distribution (range restriction), so 
that direct and moderating effects are not statistically detectable, and the impact of 
green financing on MSME sustainability has not been empirically identified. 
Theory and Practical Implications – The results of the study imply the need to 
strengthen the financial literacy of MSME actors in sustainable business management. 
Government policies need to focus on simple procedures and easily accessible 
incentives, while the implementation of green financing in the regions needs to be 
accelerated through the development of adaptive products and assistance so that its 
contribution to the sustainability of MSMEs can be measured.  
Novelty – The novelty of this research is green finance policies for sustainability of 
green MSMEs in emerging regions such as Province of West Sulawesi in terms of the 
relationship between the variables related to this research.  
Keywords:  MSMEs, Financial Literacy, Government Policy, Green Finance, 

Sustainability.   
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PENDAHULUAN        
Saat ini, masalah lingkungan menjadi salah satu hambatan untuk pertumbuhan berkelanjutan 

pada suatu negara di tengah tantangan perubahan iklim dan kelangkaan energi (Zhang & Cheung, 
2025). Perubahan iklim dan degradasi lingkungan mendorong banyak negara, termasuk Indonesia 
untuk mengoadopsi strategi Net Zero Emission untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2050. 
Beberapa negara maju telah mengimplementasikan kebijakan dan regulasi ketat untuk mengurangi 
emisi karbon. Perusahaan multinasional juga mulai mengadopsi prinsip ESG (Environmental, Social, 
and Governance) dalam operasional bisnisnya untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing 
global (Elliott & Setyowati, 2020).  
Konsep keberlanjutan menjadi perhatian utama saat ini dalam berbagai sektor, termasuk usaha mikro, 
kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah Indonesia terus mendorong penerapan ESG salah satunya 
melalui UMKM dengan memberikan kebijakan insentif, regulasi yang mendukung, serta skema 
pembiayaan hijau yang difasilitasi oleh Lembaga keuangan nasional maupun internasional (Rusmanah 
et.al, 2024). Perwujudan melalui program Sustainable Development Goals (SDGs) dan kebijakan 
ekonomi hijau telah mulai diterapkan dalam berbagai sektor bisnis (Hadi et al., 2024) . Namun, pada 
sektor UMKM masih terbatas dalam mengakses pendanaan hijau karena kurangnya pemahaman dan 
kesiapan teknologi yang mendukung keberlanjutan (Aghelie, 2017; Peña, 2020).  

Sektor UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia yang memiliki 
peran strategis dalam mendukung keberlanjutan. Sekitar 64,2 juta UMKM yang memberikan 
kontribusi sebesar 61% terhadap PDB nasional (Judijanto et.al, 2024). Indonesia memiliki keragaman 
wilayah dengan karakteristik dan potensi ekonomi masing-masing wilayahnya. Setiap daerah memiliki 
tantangan dan peluang dalam pengembangan UMKM berbasis sumber daya lokal. Khususnya pada 
Sulawesi Barat sebagai Provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam, terutama pada sektor 
pertanian dan perikanan, dimana sebagian besar penduduknya menggantungkan mata 
pencahariannya pada perkebunan kakao dan kelapa serta usaha perikanan. Oleh karena itu, 
pengembangan UMKM berbasis pertanian dan perikanan menjadi salah satu sektor strategis dalam 
mendorong potensi UMKM di Sulawesi Barat.  

Secara nasional, beberapa daerah di Indonesia mulai menerapkan kebijakan hijau dengan 
memberikan insentif kepada UMKM yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan praktik bisnis 
yang berkelanjutan. Lembaga keuangan perbankan juga telah meluncurkan skema pembiayaan hijau 
untuk mendorong UMKM bertransformasi menuju bisnis ramah lingkungan, meskipun 
implementasinya masih bertahap di tingkat daerah. Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah dengan 
unit usaha yang didominasi oleh UMKM, secara tidak langsung memberikan kontribusi dalam 
penyerapan tenaga kerja dan diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut 
(Irawati et al., 2024). Akan tetapi, tantangan perubahan iklim dan tekanan global terhadap 
pembangunan berkelanjutan menyebabkan UMKM harus beradaptasi dengan praktik bisnis yang 
ramah lingkungan (Basir et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, keterbatasan infrastruktur, 
rendahnya literasi keuangan, serta kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan menjadikan 
pengimplementasian program pembiayaan hijaudi tingkat daerah, termasuk di Sulawesi Baratm 
berjalan tidak optimal (Agustin & Ibrahim, 2024; Reniati & Faisal, 2024). 

Penelitian mengenai pembiayaan hijau untuk UMKM telah banyak dikaji dalam berbagai 
konteks, terutama dalam hal implementasi keuangan berkelanjutan dan aksesibilitas keuangan hijau. 
Adopsi pembiayaan hijau di kalangan UMKM masih rendah akibat dari keterbatasan literasi keuangan 
dan ketatnya regulasi perbankan (OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2021, 2021). Di sisi lain, 
lembaga keuangan perbankan masih lebih memprioritaskan sektor korporasi dalam skema 
pembiayaan hijau, sehingga UMKM menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses pendanaan 
berbasis berkelanjutan. Penelitian empiris mengenai peran pembiayaan hijau sebagai moderator 
hubungan literasi keuangan dan kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM di tingkat 
daerah masih terbatas, sehingga dibutuhkan kajian yang mendalam untuk mengisi celah tersebut. 
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Model moderasi dipilih karena peran pembiayaan hijau sebagai faktor eksternal yang mempegaruhi 
besarnya dan arah efek literasi keuangan, serta kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM, 
sehingga pendekatan moderasi lebih relevan untuk menjawab kondisi dan tantangan riil di Sulawesi 
Barat.   

 

KAJIAN PUSTAKA  
Teori Resource-Based View (RBV) 

Teori Resource-Based View (RBV) pertama kali dikemukakan oleh (Wernerfelt, 1984) dan 
dikembangkan lebih lanjut oleh (Barney, 1991). Resource-Based View (RBV) adalah teori dalam 
manajemen strategis yang menekankan bahwa keunggulan kompetitif dan keberlanjutan perusahaan 
sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya internal yang dimiliki perusahaan (Barney, 1991; 
Wernerfelt, 1984). Sumber daya ini bisa berupa aset berwujud (tangible) seperti modal, mesin, dan 
bangunan, maupun aset tak berwujud (intangible) seperti pengetahuan, keterampilan, reputasi, dan 
budaya organisasi. Pada konteks UMKM, literasi keuangan merupakan asset tak berwujud yang sangat 
krusial untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, inovasi, serta pengembangan strategi 
bisnis ramah lingkungan (Dwyanti, 2024). Oleh karena itu, agar sumber daya dapat memberikan 
keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, sumber daya tersebut harus memenuhi empat kriteria 
utama, yakni valuable (bernilai), rare (langka), inimitable (sulit ditiru), dan non-susbtituable (tidak 
dapat digantikan)  (Tarumingkeng, 2024) agar mampu menciptakan keberlanjutan dan keunggulan 
bersaing bagi UMKM, termasuk dalam mengakses dan memanfaatkan pembiayaan hijau.  

Teori Triple Bottom Line  
Teori triple bottom line diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1997, dimana dasar dari 

ini adalah tentang keseimbangan people, planet, dan profit (3P). Konsep triple bottom line 
menunjukkan bahwa stakeholder merupakan kepentingan utama dari suatu perusahaan yang menjadi 
dasar ukuran untuk menilai kesuksesan perusahaan (Arslan & Kisacik, 2017). Hal ini dilakukan agar 
perusahaan yang ingin mengembangkan bisnisnya tidak hanya berfokus pada profit, akan tetapi juga 
turut serta untuk peduli terhadap lingkungan dan social (Elkington, 1997).  

Dalam konteks penelitian ini, teori Triple Bottom Line dioperasionalkan melalui pendekatan 
yang melihat keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai hasil dari integrasi 
antara faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Literasi keuangan berperan dalam memperkuat 
dimensi ekonomi melalui peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya 
keuangan secara efisien. Kebijakan pemerintah mencerminkan dimensi sosial yang berorientasi pada 
pemberdayaan pelaku usaha dan penciptaan iklim usaha yang inklusif. Sementara itu, pembiayaan 
hijau menggambarkan dimensi lingkungan yang mendorong praktik usaha ramah lingkungan melalui 
penyediaan instrumen keuangan yang berkelanjutan. Teori Triple Bottom Line menjadi dasar 
konseptual dalam penelitian ini untuk menjelaskan keberlanjutan UMKM di daerah berkembang 
seperti Provinsi Sulawesi Barat, di mana keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan 
lingkungan menjadi landasan utama dalam menilai keberhasilan usaha yang berkelanjutan. 

 
Pembiayaan Hijau 

Pembiayaan hijau (green financing) merupakan layanan keuangan yang dirancang untuk 
mendukung investasi atau pemberian pembiayaan kepada proyek, kegiatan, atau usaha yang memiliki 
dampak positif terhadap lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (Haktanır 
Aktaş & Kahraman, 2024). Tujuan utama pembiayaan hijau ialah mendorong perubahan sistemik 
menuju ekonomi rendah karbon, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan perlindungan ekosistem 
alam (Roy, 2025). Negara Indonesia mulai mengadopsi pembiayaan hijau melalui berbagai kebijakan 
dan regulasi, seperti penerbitan green bond, roadmap keuangan berkelanjutan oleh OJK, dan insentif 
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fiskal untuk proyek hijau. Namun, tantangan utama implementasi pembiayaan hijau adalah 
keterbatasan literasi keuangan hijau, biaya awal yang tinggi, dan belum meratanya akses ke produk 
keuangan hijau (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). 

Literasi Keuangan 
Literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami, mengelola, dan 

mengambil keputusan keuangan secara efektif untuk mencapai kesejahteraan finansial yang 
berkelanjutan (Rama et al., 2025). Literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan 
keyakinan yang memengaruhi sikap serta perilaku seseorang dalam mengelola keuangan. Literasi 
keuangan mencakup pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan, penganggaran, investasi, 
serta pengelolaan risiko keuangan yang mendorong individu mengambil keputusan rasional dalam 
mengelola sumber daya keuangannya (Patil, 2024). 

Secara teoretis, literasi keuangan berakar pada Financial Behavior Theory dan Human Capital 
Theory, yang menekankan bahwa perilaku dan keputusan keuangan dipengaruhi oleh tingkat 
pengetahuan dan keyakinan individu terhadap sistem keuangan. Dalam konteks pelaku usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM), literasi keuangan menjadi faktor penting yang menentukan 
kemampuan usaha bertahan dan berkembang. Pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan baik 
mampu mengelola arus kas, memanfaatkan sumber pembiayaan formal secara efektif, dan 
beradaptasi terhadap inovasi keuangan, termasuk pembiayaan hijau yang mendukung praktik usaha 
berkelanjutan (Ardi Armen et al., 2023). 

 
HIPOTESIS 
H1: Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. 

Literasi keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk 
mengelola keuangan secara efektif, mengambil keputusan yang rasional, serta menjaga stabilitas 
usaha dalam jangka panjang. Menurut Financial Behavior Theory, perilaku keuangan individu 
terbentuk dari tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan dalam mengelola sumber daya 
finansial. Seseorang dengan literasi keuangan tinggi lebih mampu merencanakan pengeluaran, 
mengelola arus kas, dan memanfaatkan sumber pembiayaan secara optimal (Lusardi & Mitchell, 2014). 

Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, literasi keuangan menjadi fondasi penting dalam 
menjaga keberlanjutan usaha. Penelitian (Jeandry & Malik, 2024) menunjukkan bahwa literasi 
keuangan berpengaruh signifikan terhadap ketahanan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. 
Temuan serupa dikemukakan oleh (Burchi et al., 2021), bahwa kemampuan pelaku usaha dalam 
memahami instrumen keuangan mendorong efisiensi dan ketahanan ekonomi bisnis jangka panjang. 
Literasi keuangan juga membantu pelaku usaha lebih adaptif terhadap inovasi pembiayaan baru 
seperti pembiayaan hijau yang mendukung praktik bisnis ramah lingkungan. 

H2: Kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM.  
Kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang 

kondusif bagi keberlanjutan UMKM. Berdasarkan Institutional Theory, keberlanjutan organisasi sangat 
dipengaruhi oleh tekanan regulatif, normatif, dan koersif dari institusi formal seperti pemerintah 
(DiMaggio, P. J., & Powell, 1983). Pemerintah dapat memperkuat keberlanjutan UMKM melalui 
kebijakan yang mendukung akses pembiayaan, pelatihan, serta insentif usaha berorientasi lingkungan. 
Kebijakan yang terarah juga dapat mendorong perilaku usaha yang selaras dengan prinsip 
pembangunan berkelanjutan dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah (Elkington, 1997). 
Penelitian (Kristiawati et al., 2024) mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah berpengaruh 
terhadap keberlanjutan UMKM, meskipun dampaknya belum signifikan apabila tidak diiringi oleh 
kemampuan pelaku usaha dalam mengoptimalkan kebijakan yang ada. Hasil tersebut menegaskan 
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bahwa efektivitas kebijakan pemerintah masih bergantung pada kesiapan pelaku usaha dalam 
memanfaatkan program dan insentif yang diberikan. 

H3: Pembiayaan hijau berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. 
Pembiayaan hijau (green financing) merupakan instrumen keuangan yang dirancang untuk 

mendukung kegiatan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. 
Beberapa penelitian menegaskan hubungan positif antara pembiayaan hijau dan keberlanjutan usaha 
seperti (Xu et al., 2025) menemukan bahwa kebijakan pembiayaan hijau mendorong pertumbuhan 
ekonomi inklusif dan memperkuat ketahanan bisnis di negara berkembang. Selanjutnya (Appiah-Kubi 
et al., 2024) juga menunjukkan bahwa pembiayaan hijau berpengaruh positif terhadap kinerja 
keberlanjutan UMKM melalui peningkatan efisiensi operasional dan pelaporan keberlanjutan yang 
lebih baik. 

 
H4: Pembiayaan hijau memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM. 

Pembiayaan hijau dapat memperkuat hubungan antara literasi keuangan dan keberlanjutan 
usaha. Berdasarkan Contingency Theory (Donaldson, 2001), efektivitas pengelolaan keuangan 
dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pendukung seperti akses pembiayaan hijau. Skema 
keuangan hijau memungkinkan pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan tinggi untuk 
mengoptimalkan keputusan finansialnya dalam praktik bisnis berkelanjutan, seperti investasi pada 
efisiensi energi dan inovasi ramah lingkungan. 

Penelitian (Appiah-Kubi et al., 2024) menunjukkan bahwa pembiayaan hijau berperan penting 
dalam meningkatkan praktik keberlanjutan UMKM. Selanjutnya  (Azalia & Muharam, 2025) 
menegaskan bahwa literasi keuangan yang rendah sering kali menjadi kendala dalam pemanfaatan 
pembiayaan hijau, sementara (Molina-García et al., 2025) menemukan bahwa literasi keuangan yang 
baik mendorong inovasi dan efisiensi lingkungan. Dengan demikian, pembiayaan hijau berfungsi 
sebagai moderator yang memperkuat pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM. 

H5: Pembiayaan hijau memoderasi pengaruh kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM. 
Pembiayaan hijau dapat memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong 

keberlanjutan UMKM. Berdasarkan Institutional Theory (DiMaggio, P. J., & Powell, 1983), 
keberlanjutan organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal, tetapi juga oleh dukungan 
kelembagaan dan sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, 
kebijakan pemerintah yang disertai akses pembiayaan hijau mampu meningkatkan efektivitas 
program pemberdayaan dan mempercepat transisi pelaku UMKM menuju praktik bisnis berkelanjutan. 

Penelitian (Xu et al., 2025) menunjukkan bahwa kolaborasi antara kebijakan keuangan hijau dan 
regulasi publik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di negara berkembang. 
Kemudian (Appiah-Kubi et al., 2024) juga menemukan bahwa dukungan kebijakan yang diintegrasikan 
dengan pembiayaan hijau mampu memperkuat praktik keberlanjutan usaha kecil dan menengah. 
Sementara itu, (Kristiawati et al., 2024) menekankan bahwa dukungan pemerintah akan lebih efektif 
apabila disertai skema pembiayaan yang mudah diakses oleh pelaku UMKM. Dengan demikian, 
pembiayaan hijau berperan sebagai moderator yang memperkuat pengaruh kebijakan pemerintah 
terhadap keberlanjutan UMKM. 

 
METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 
menggunakan pendekatan structural equation modelling – partial least square (SEM-PLS). Pendekatan 
ini dilakukan untuk menguji hubungan literasi keuangan dan kebijakan pemerintah terhadap 
keberlanjutan UMKM yang dimoderasi oleh pembiayaan hijau.  
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Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi penelitian ditetapkan di tiga 
kabupaten representatif di Sulawesi Barat, yakni Majene, Polewali Mandar, dan Mamuju.  Populasi 
dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah 27.982 unit usaha 
(Badan Pusat Statistik, 2024). Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan rumus slovin 
dengan tingkat error sebesar 10%, yang diformulasikan sebagai berikut:  

𝑛 =
𝑁

1+𝑁×𝑒2 =  
27.982

1+27.982 𝑥 0,12 = 99,6 (dibulatkan 100) 

Berdasarkan pada hasil perhitungan tersebut, sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner 
terstruktur untuk memperoleh informasi tentang beberapa aspek yakni literasi keuangan, kebijakan 
pemerintah, pembiayaan hijau, dan keberlanjutan UMKM. Semua item diukur dengan skala likert 1-5 
(sangat tidak setuju - sangat setuju). Sebelum digunakan dalam penelitian, kuesioner terlebih dahulu 
diuji validitas dan reliabilitasnya melalui uji coba (pilot test). Adaptasi instrumen kuesioner telah 
disesuaikan dengan tingkat pemahaman responden lokal dan sesuai dengan konteks serta isu dalam 
penelitian. 

 

HASIL  
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software smartPLS untuk menguji model 

konstruk dari variabel penelitian secara bersamaan. Hasil uji data penelitian dilampirkan sebagai 
berikut: 

Tabel 1. Demografi Responden 

Kriteria Frekuensi % 

Jenis kelamin   

Laki-laki 42 42% 

Perempuan 58 58% 

Usia responden   

< 25 tahun 8 8% 

26-35 tahun 27 27% 

36-45 tahun 34 34% 

> 45 tahun 31 31% 

Pendidikan terakhir   

SMP/sederajat 10 10% 

SMA/sederajat 44 44% 

Diploma / Sarjana 39 39% 

Pascasarjana 7 7% 

Lama menjalankan usaha   

< 3 tahun 18 18% 

3-5 tahun 30 30% 

6-10 tahun 32 32% 

> 10 tahun 20 20% 

Jenis usaha   

Perdagangan 36 36% 

Kuliner 27 27% 

Jasa  21 21% 

Pertanian/Perikanan 16 16% 
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Lokasi Usaha   

Majene 30 30% 

Polewali Mandar 35 35% 

Mamuju 35 35% 
Sumber: data diolah penulis, 2025. 

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif 

Construct Min Max Mean Std. Deviasi 

Literasi Keuangan     

FL 1 2 5 3,98 0,66 

FL 2 2 5 3,94 0,62 

FL 3 3 5 4,00 0,58 

FL 4 2 5 3,95 0,59 

Kebijakan Pemerintah     

GP 1 2 5 3,71 0,69 

GP 2 2 5 3,67 0,72 

GP 3 2 5 3,64 0,77 

GP 4 2 5 3,69 0,75 

Pembiayaan Hijau     

GF 1 1 5 2,49 0,84 

 1 5 2,56 0,87 

GF 3 1 5 2,58 0,81 

Keberlanjutan UMKM     

SS 1 2 5 3,91 0,64 

SS 2 2 5 3,86 0,71 

SS 3 2 5 3,79 0,66 

SS 4 3 5 3,97 0,68 
Sumber: Data primer diolah, 2025. 

Tabel 3. Uji Validitas Konvergen (outer loading) 

Construct 
Literasi 

Keuangan (FL) 

Kebijakan 
Pemerintah 

(GP) 

Pembiayaan 
Hijau (GF) 

Keberlanjutan 
UMKM (SS) 

FL1 0,837    

FL2 0,815    

FL3 0,786    

FL4 0,810    

GP1  0,885   

GP2  0,877   

GP3  0,852   

GP4  0,831   

GF1   0,893  

GF2   0,869  
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Sumber: Output SEM-PLS (data diolah), 2025. 

Berdasarkan pada table 3 diatas menunjukkan bahwa semua indikator untuk masing-masing 
variabel literasi keuangan (FL), kebijakan pemerintah (GP), pembiayaan hijau (GF), dan keberlanjutan 
UMKM (SS) telah memenuhi syarat validitas konvergen dengan nilai outer loading ≥ 0,5 untuk setiap 
indikator. Hasil ini menginterpretasikan bahwa semua indicator mampu menjelaskan latennya dengan 
baik.   

Tabel 4. Nilai Average Variance Extracted (AVE) 

 Average Variance Extracted (AVE) 

Literasi keuangan (FL) 0,658 
Kebijakan pemerintah (GP) 0,733 
Pembiayaan hijau (GF) 0,731 
Keberlanjutan UMKM (SS) 0,66 

Sumber: Output SEM-PLS (data diolah), 2025.  

Berdasarkan pada tabel 4 diatas dapat interpretasikan bahwa nilai Average Variance 
Extracted (AVE) menujukkan bahwa besar varians indikator yang dimiliki oleh indikator literasi 
keuangan yaitu sebesar 0,658. Nilai AVE untuk variabel kebijakan pemerintah menunjukkan 
bahwa besar varians indikator yang dimiliki oleh variabel kebijkan pemerintah yaitu sebesar 
0,733. Nilai AVE untuk variabel pembiayaan hijau menunjukkan bahwa besar varians indikator 
yang dimiliki oleh variabel pembiayaan hijau yaitu sebesar 0,731. Nilai AVE untuk variabel 
keberlanjutan UMKM menunjukkan bahwa besar varians indikator yang dimiliki oleh variabel 
keberlanjutan UMKM yaitu sebesar 0,66. 

Tabel 5. Validitas Diskriminan (Fornell-Larcker) 

Construct  (1)  (2)  (3)  (4) 

Literasi 
Keuangan 

0,811    

Kebijakan 
Pemerintah 

0,524 0,856   

Pembiayaan 
Hijau 

0,498 0,537 0,855  

Keberlanjutan 
UMKM 

0,481 0,512 0,441 0,812 

Sumber: output SEM-PLS (data diolah), 2025. 
Berdasarkan pada tabel 5 diatas untuk uji validitas diskriminan Fornell-Larcker 

menginterpretasikan bahwa nilai diagonal pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan dengan 
korelasi antar konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel laten memiliki validitas 
diskriminan yang baik .  

GF3   0,878  
SS1    0,901 
SS2    0,862 
SS3    0,840 
SS4    0,825 
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Tabel 6. Hasil uji validitas diskriminan (Heterotrait-Monotrait Ratio/HTMT) 

Construct HTMT  

Literasi Keuangan ↔ Kebijakan Pemerintah 0,612 

Literasi Keuangan ↔ Pembiayaan Hijau 0,585 

Literasi Keuangan ↔ Keberlanjutan UMKM 0,574 

Kebijakan Pemerintah ↔ Pembiayaan Hijau 0,632 

Kebijakan Pemerintah ↔ Keberlanjutan UMKM 0,643 

Pembiayaan Hijau ↔ Keberlanjutan UMKm 0,598 
Sumber: output SEM-PLS (data diolah), 2025.  

Berdasarkan pada tabel 6 diatas menunjukkan bahwa seluruh nilai HTMT < 0.85, sehingga 
setiap konstruk memenuhi validitas diskriminan. Berarti bahwa, keempat variabel penelitian 
mengukur konsep yang berbeda dan tidak terjadi tumpang tindih antar konstruk. 

Tabel 7. Nilai composite reliability dan Cronbach’s Alpha 

 Composite Reliability Cronbach’s Alpha 

Literasi keuangan (FL) 0,88 0,818 

Kebijakan pemerintah (GP) 0,92 0,884 

Pembiayaan hijau (GF) 0,911 0,854 

Keberlanjutan UMKM (SS) 0,917 0,880 

Sumber: Output SEM-PLS (data diolah), 2025.  

Berdasarkan pada tabel 7 diatas menunjukkan bahwa masing-masing variabel literasi 
keuangan, kebijakan pemerintah, pembiayaan hijau, dan keberlanjutan UMKM telah memiliki nilai 
composite reliability dan cronbach’s alpha ≥ 0,70 sehingga dapat dinyatakan valid. Hasil tersebut 
menginterpretasikan bahwa variabel literasi keuangan, kebijakan pemerintah, pembiayaan hijau, dan 
keberlanjutan UMKM memiliki konsistensi atau keakuratan pada indikator dalam mengukur suatu 
variabel.  

Tabel 8. Nilai Uji R-square (R2) 

 R2 

Keberlanjutan UMKM (SS) 0,094 
Sumber: Output SEM-PLS (data diolah), 2025.  

Berdasarkan pada tabel 8 diatas menunjukkan bahwa nilai R2 untuk variabel keberlanjutan 
UMKM sebesar 0,094 yang menginterpretasikan bahwa hanya sekitar 9,4% variasi keberlanjutan 
UMKM yang dapat dijelaskan oleh variabel literasi keuangan, kebijakan pemerintah, pembiayaan hijau, 
serta interaksi moderasi. Secara statistik, nilai tersebut termasuk kategori sangat lemah, karena 
rendahnya variabilitas data pada variabel pembiayaan hijau yang belum terimplementasi secara nyata 
di Sulawesi Barat, sehingga kontribusinya terhadap keberlanjutan UMKM belum muncul secara 
empiris. Secara empiris, keberlanjutan UMKM di daerah masih lebih banyak ditentukan oleh faktor 
internal seperti literasi keuangan dan pengalaman usaha, sementara dukungan kebijakan dan akses 
pembiayaan hijau belum berfungsi secara optimal. 
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Tabel 9. Nilai (path coefficients) 

Path Coefficient () tstatistik p-value Keputusan 

Intercept -0,002 0,031 0,976  

FL → SS 0,288 3,96 0,001 Diterima 

GP → SS 0,139 2,443 0,015 Diterima 

GF → SS -0,047 0,754 0,451 Ditolak 

FL×GF → SS -0,098 0,975 0,33 Ditolak 

GP×GF → SS 0,056 0,752 0,452 Ditolak 
Sumber: Output SEM-PLS (data diolah), 2025.  

 
Berdasarkan pada hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hubungan antar variabel literasi 

keuangan (FL) terhadap keberlanjutan UMKM (SS) menunjukkan nilai  sebesar 0,288, nilai t sebesar 

3,96; dan nilai p value 0,001 yang berarti bahwa variabel literasi keuangan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keberlanjutan UMKM.  

Pada variabel kebijakan pemerintah (GP) terhadap keberlanjutan UMKM (SS) menujukkan 

nilai  sebesar 0,139, nilai t sebesar 2,44; dan nilai p value sebesar 0,015 yang berarti bahwa variabel 
kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM.  

Pada variabel pembiayaan hijau terhadap keberlanjutan UMKM menunjukkan nilai  sebesar 
-0,047, nilai t sebesar 0,75; dan nilai p value sebesar 0,451 yang berarti bahwa variabel pembiayaan 
hijau berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keberlanjutan UMKM.  

Pada variabel literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM yang dimoderasi oleh 

pembiayaan hijau menujukkan nilai  sebesar -0,098, nilai t sebesar 0,975 dan nilai p value 0,33 yang 
berarti bahwa variabel literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM yang dimoderasi oleh 
pembiayaan hijau berpengaruh negatif dan tidak signifikan.  

Pada variabel kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM yang dimoderasi oleh 

pembiayaan hijau menujukkan nilai  sebesar 0,056, nilai t sebesar 0,752 dan nilai p value sebesar 
0,452 yang berarti bahwa variabel kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM yang 
dimoderasi oleh pembiayaan hijau berpengaruh positif dan tidak signifikan.  

 
PEMBAHASAN  
Pengaruh Literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM. 

Hasil penelitiaan ini menjelaskan bahwa semakin tinggi kemampuan pelaku usaha dalam 
memahami dan mengelola keuangan, semakin besar peluang mereka untuk menjaga keberlanjutan 
usaha dalam jangka panjang. Temuan ini mendukung Financial Behavior Theory, yang menjelaskan 
bahwa perilaku keuangan individu terbentuk dari pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan dalam 
mengelola sumber daya finansial (Lusardi & Mitchell, 2014). Dengan literasi keuangan yang baik, 
pelaku UMKM mampu merencanakan pengeluaran, mengelola arus kas, serta memanfaatkan sumber 
pembiayaan secara efisien untuk menjaga stabilitas usahanya. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil studi (Rinaldo, 2024) (Anisa Salsabila Kemala Fikri & Nahda, 
2023) yang menemukan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan 
dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. (Burchi et al., 2021) juga menegaskan bahwa kemampuan 
memahami instrumen keuangan mendorong efisiensi serta ketahanan ekonomi bisnis jangka panjang. 
Hasil ini diperkuat oleh (Edward et al., 2024) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM dengan tingkat 
literasi keuangan tinggi lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan kondisi pasar. 
Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori bahwa literasi keuangan merupakan bentuk 
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human capital yang penting dalam meningkatkan kapasitas adaptif dan keberlanjutan usaha kecil dan 
menengah. 

Namun, temuan ini sedikit berbeda dengan penelitian (Kristiawati et al., 2024; Ulianti & 
Purbadharmaja, 2023) yang menemukan bahwa literasi keuangan belum memberikan pengaruh 
signifikan terhadap keberlanjutan usaha apabila tidak disertai dukungan pemerintah dan orientasi 
pasar. Perbedaan ini dapat dijelaskan dari konteks penelitian yang berbeda; penelitian Kristiawati et 
al., 2024 menekankan pengaruh eksternal kebijakan dan lingkungan usaha, sementara penelitian ini 
menitikberatkan pada literasi keuangan sebagai faktor internal utama yang mendorong keberlanjutan 
UMKM. 

Secara teoretis, hasil penelitian ini menguatkan teori Resource-Based View (RBV), 
menjelaskan bahwa literasi keuangan sebagai asset tak berwujud pada UMKM yang sangat krusial 
untuk mendukung pengambilan keputusan yang . Selain itu juga memperkuat teori Financial Behavior 
Theory dan Human Capital Theory, di mana pengetahuan dan keterampilan keuangan menjadi dasar 
terbentuknya perilaku pengambilan keputusan yang efektif dan berorientasi jangka panjang. Dengan 
demikian, literasi keuangan terbukti sebagai faktor krusial dalam meningkatkan keberlanjutan UMKM, 
khususnya di daerah berkembang seperti Provinsi Sulawesi Barat, di mana pengelolaan keuangan yang 
bijak menjadi kunci untuk mempertahankan stabilitas ekonomi usaha (Mohammad Chaidir et al., 
2025; Sumastuti et al., 2024). 

Pengaruh Kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keberlanjutan UMKM. Hal ini menegaskan bahwa dukungan pemerintah menjadi faktor 
penting dalam memperkuat kemampuan UMKM untuk bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan. 
Kebijakan berupa pelatihan, pendampingan, insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan akses 
pembiayaan mampu meningkatkan efisiensi usaha serta daya saing pelaku UMKM. Temuan ini 
mendukung Institutional Theory (DiMaggio, P. J., & Powell, 1983), yang menjelaskan bahwa organisasi 
cenderung menyesuaikan perilakunya terhadap tekanan regulatif dan normatif dari institusi formal 
seperti pemerintah agar memperoleh legitimasi dan keberlanjutan usaha. 

Penelitian ini sejalan dengan temuan (Ramadhona et al., 2023) dan (Arjawa et al., 2024) yang 
menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berperan dalam menciptakan iklim usaha yang stabil dan 
kondusif bagi pengembangan UMKM di negara berkembang. Hasil ini juga didukung oleh (Kristiawati 
et al., 2024), yang menekankan bahwa dukungan pemerintah memiliki kontribusi penting terhadap 
keberlanjutan UMKM di Indonesia, terutama melalui kebijakan pemberdayaan dan fasilitasi akses 
ekonomi. Temuan ini memperkuat konsep Triple Bottom Line (Elkington, 1997), di mana intervensi 
kebijakan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat dimensi sosial dan 
lingkungan dalam praktik usaha berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan 
melalui Resource-Based View (RBV), yang menegaskan bahwa keunggulan dan keberlanjutan 
organisasi ditentukan oleh kemampuan dalam mengakses dan mengelola sumber daya yang bernilai, 
langka, dan sulit ditiru (Barney, 1991). Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah berfungsi sebagai 
katalis yang menyediakan akses terhadap sumber daya strategis seperti informasi, teknologi, dan 
pembiayaan, yang memperkuat kemampuan UMKM dalam menciptakan nilai tambah dan 
mempertahankan keunggulan kompetitif.  

Kebijakan pemerintah Indonesia kini semakin menekankan pentingnya pembiayaan hijau 
(green financing) sebagai bagian dari strategi keberlanjutan UMKM (Kumar et al., 2022). Pembiayaan 
hijau adalah skema pendanaan yang diarahkan untuk mendukung aktivitas usaha yang ramah 
lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan 
pengurangan emisi karbon (Meilandri et al., 2025). Kebijakan pemerintah yang proaktif dalam 
pembiayaan hijau memperkuat keberlanjutan UMKM dengan memberikan akses modal ramah 
lingkungan, insentif, dan pendampingan (Hamid & E Ahmed, 2024; Kusumawardhani et al., 2023). 
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Langkah ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan UMKM berperan 
aktif dalam transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Barat. 

Pengaruh Pembiayaan hijau terhadap keberlanjutan UMKM. 
Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pembiayaan hijau belum mampu memberikan 

pengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Arah hubungan yang negatif menunjukkan bahwa 
keberadaan skema pembiayaan hijau belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh pelaku 
usaha di tingkat daerah. Berdasarkan Triple Bottom Line Theory (Elkington, 1997), pembiayaan hijau 
seharusnya mendorong tercapainya keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan 
melalui dukungan pendanaan bagi praktik usaha ramah lingkungan. Namun, pada konteks daerah 
berkembang seperti Sulawesi Barat, konsep pembiayaan hijau masih bersifat normatif lebih banyak 
dikenalkan di tataran kebijakan nasional dibandingkan penerapan praktis di sektor UMKM (Kumar et 
al., 2022), serta kebijakan pembiayaan hijau dominan pada sektor industri berskala besar (Raji, 2024), 
sehingga pengaruhnya terhadap keberlanjutan UMKM usaha menjadi lemah. 

Dari sudut pandang Resource-Based View (RBV) (Barney, 1991), pembiayaan hijau dapat 
dikategorikan sebagai sumber daya eksternal yang bernilai tinggi karena mampu menciptakan 
keunggulan kompetitif berkelanjutan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi 
tersebut belum terealisasi secara optimal. Akses terhadap pembiayaan hijau masih terbatas, belum 
tersosialisasi secara luas, dan belum diintegrasikan dengan kebutuhan modal pelaku UMKM. 
Akibatnya, pelaku usaha yang memiliki potensi berkembang tidak dapat mengonversi kebijakan 
pembiayaan hijau menjadi kekuatan strategis dalam menjaga kelangsungan usahanya. Hal ini 
menjelaskan arah hubungan negatif yang ditemukan bahwa pembiayaan hijau justru belum berfungsi 
sebagai faktor pendorong, melainkan menjadi bentuk kebijakan yang belum mampu diakses secara 
nyata oleh pelaku usaha. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan (Appiah-Kubi et al., 2024) dan (Xu et al., 2025), 
yang menunjukkan bahwa pembiayaan hijau berkontribusi positif terhadap kinerja keberlanjutan 
UMKM di negara dengan dukungan kelembagaan yang kuat. Namun, hasil ini konsisten dengan (Ali et 
al., 2024), yang menemukan daerah berkembang, implementasi pembiayaan hijau belum signifikan 
karena rendahnya kapasitas lembaga keuangan dan minimnya sosialisasi kepada pelaku usaha kecil. 
Dengan demikian, pembiayaan hijau memiliki potensi besar untuk memperkuat keberlanjutan UMKM, 
tetapi pada tahap saat ini, implementasinya masih bersifat simbolik dan belum memberikan dampak 
ekonomi yang nyata di tingkat daerah seperti Provinsi Sulawesi Barat. 

 
Pembiayaan hijau memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan hijau tidak memperkuat, bahkan cenderung 
melemahkan pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM. Arah hubungan yang negatif 
ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha memiliki kemampuan keuangan yang baik, belum 
tentu mereka mampu memanfaatkan fasilitas pembiayaan hijau secara optimal. Berdasarkan 
Contingency Theory (Donaldson, 2001), hubungan antarvariabel dapat menjadi tidak efektif apabila 
kondisi kontekstual yang mendukung belum tersedia. Dalam konteks ini, ketiadaan instrumen 
pembiayaan hijau yang jelas, sosialisasi yang minim, serta rendahnya kesiapan lembaga keuangan di 
daerah menyebabkan literasi keuangan tidak dapat dikonversi menjadi tindakan keuangan 
berkelanjutan. Dengan kata lain, pembiayaan hijau belum berfungsi sebagai enabling factor, 
melainkan menjadi constraint karena belum terintegrasi dengan kapasitas dan kebutuhan riil pelaku 
UMKM. 

Dari perspektif Resource-Based View (RBV) (Barney, 1991), pembiayaan hijau seharusnya 
menjadi sumber daya eksternal yang bernilai dan sulit ditiru, yang dapat memperkuat keunggulan 
kompetitif pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, sumber daya ini belum memenuhi empat 
karakteristik utama RBV (valuable, rare, inimitable, dan organized). Di Sulawesi Barat, kebijakan 
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pembiayaan hijau masih berorientasi nasional dan belum diturunkan menjadi skema yang aplikatif di 
tingkat daerah. Akibatnya, pelaku UMKM dengan literasi keuangan tinggi justru dihadapkan pada 
situasi paradoks: mereka memahami pentingnya pembiayaan berkelanjutan, tetapi tidak memiliki 
akses nyata terhadap produk keuangan hijau. Kondisi inilah yang dapat menjelaskan arah koefisien 
negatif—semakin tinggi pemahaman keuangan pelaku UMKM, semakin mereka menyadari 
keterbatasan dan hambatan akses terhadap pembiayaan hijau, sehingga efek sinerginya melemah. 

Hasil ini berbeda dengan temuan (Appiah-Kubi et al., 2024) dan (Molina-García et al., 2025) 
yang menemukan efek moderasi positif di konteks negara dengan ekosistem keuangan hijau yang 
matang. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Ali et al., 2024), yang menunjukkan bahwa pada negara 
berkembang, rendahnya ketersediaan produk pembiayaan hijau, lemahnya dukungan regulatif, dan 
minimnya literasi tentang konsep keuangan hijau menyebabkan efek moderasi tidak signifikan atau 
bahkan negatif. Dengan demikian, arah hubungan negatif ini mencerminkan kondisi transisi kebijakan: 
pembiayaan hijau masih berada pada tahap awal implementasi, sehingga belum mampu berfungsi 
sebagai katalis antara kemampuan keuangan dan keberlanjutan UMKM. 

Pembiayaan hijau memoderasi pengaruh kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan 
UMKM. 

Sinergi antara kebijakan pemerintah dan pembiayaan hijau menjadi salah satu fondasi penting 
dalam mendorong keberlanjutan UMKM. Dalam konteks penelitian ini, arah hubungan yang positif 
namun tidak signifikan menunjukkan bahwa pembiayaan hijau belum berfungsi optimal sebagai 
penguat efektivitas kebijakan publik terhadap keberlanjutan usaha. Berdasarkan Institutional Theory 
(DiMaggio, P. J., & Powell, 1983), keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada dukungan 
regulatif, normatif, dan kognitif dari berbagai lembaga. Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan 
keuangan berkelanjutan di tingkat nasional, tetapi implementasinya di daerah seperti Sulawesi Barat 
masih terbatas pada tataran konseptual. Hal ini menyebabkan pembiayaan hijau belum sepenuhnya 
berperan sebagai mekanisme penguatan dari kebijakan yang telah dirancang. 

Dari perspektif Resource-Based View (Barney, 1991), pembiayaan hijau dan kebijakan publik 
dapat dianggap sebagai sumber daya eksternal yang bernilai tinggi apabila mampu dikelola secara 
sinergis. Namun, ketika infrastruktur kebijakan dan kapasitas lembaga keuangan hijau belum matang, 
sumber daya tersebut belum dapat dikonversi menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 
Penelitian (Xu et al., 2025) menegaskan bahwa hubungan kebijakan keuangan hijau dan keberlanjutan 
ekonomi hanya akan signifikan jika disertai kesiapan institusi finansial dan dukungan regulatif yang 
kuat. Temuan ini didukung oleh (Appiah-Kubi et al., 2024), yang menunjukkan bahwa efektivitas 
pembiayaan hijau bergantung pada kolaborasi kebijakan lintas sektor yang memfasilitasi adopsi 
praktik keberlanjutan oleh pelaku UMKM. 

Selain itu, penelitian (Azalia & Muharam, 2025) mengemukakan bahwa kebijakan publik yang 
tidak terintegrasi dengan sistem pembiayaan ramah lingkungan cenderung menghasilkan efek 
kebijakan yang lemah terhadap sektor usaha kecil. Penelitian oleh (Ilahi et al., 2024) juga menemukan 
bahwa efek moderasi pembiayaan hanya akan akan memperkuat jika ekosistem, edukasi, dan insentif 
sudah tersedia dan dimanfaatkan secara luas. Dengan demikian, arah hubungan yang positif namun 
tidak signifikan ini menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah memang telah berorientasi pada 
keberlanjutan, tetapi belum didukung sepenuhnya oleh instrumen keuangan hijau yang mampu 
menguatkan dampak kebijakan secara nyata di tingkat pelaku usaha. 

 

KESIMPULAN  
Penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan UMKM di Provinsi Sulawesi Barat 

dipengaruhi oleh sinergi antara faktor internal dan eksternal. Literasi keuangan terbukti berperan 
signifikan dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan daya tahan usaha, sementara 
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kebijakan pemerintah memberikan dukungan positif melalui regulasi dan insentif pemberdayaan. 
Namun, pembiayaan hijau yang diharapkan berfungsi sebagai pendorong keberlanjutan masih belum 
memberikan dampak yang kuat, baik sebagai variabel independen maupun sebagai moderator, karena 
penerapannya masih terbatas dan belum menjangkau pelaku usaha kecil di tingkat lokal. Secara 
teoretis, temuan ini memperkuat Financial Behavior Theory, Institutional Theory, dan Resource-Based 
View (RBV) yang menegaskan pentingnya sinergi antara kapasitas internal dan dukungan kelembagaan 
eksternal dalam mewujudkan keberlanjutan UMKM. Keterbatasan penelitian ini terletak pada 
pendekatan kualitatif yang belum dilaksanakan untuk memperkaya temuan kuantitatif, serta model 
penelitian yang belum memasukkan variabel lain seperti orientasi pasar, digitalisasi keuangan, atau 
dukungan teknologi yang berpotensi memperkuat hubungan antar variabel. Oleh karena itu, 
penelitian selanjutnya disarankan menggabungkan pendekatan wawancara dan menambahkan 
variabel kontekstual agar dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai dinamika 
keberlanjutan UMKM di daerah. 

SARAN  
1. Saran Praktis: Pemerintah daerah bersama lembaga keuangan perlu memperkuat 

literasi keuangan pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan yang 
berkelanjutan, khususnya terkait pengelolaan keuangan dan pemanfaatan 
pembiayaan hijau. Implementasi kebijakan keberlanjutan di daerah perlu 
disederhanakan agar lebih operasional dan mudah diakses oleh pelaku usaha, disertai 
peningkatan koordinasi lintas instansi. Lembaga perbankan diharapkan memperluas 
akses dan mengembangkan produk pembiayaan hijau yang sesuai dengan 
karakteristik UMKM, sekaligus meningkatkan sosialisasi manfaat ekonomi dari praktik 
usaha ramah lingkungan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, 
akademisi, dan asosiasi UMKM perlu diperkuat guna menciptakan ekosistem 
pembiayaan berkelanjutan yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan 
ketahanan UMKM di daerah berkembang seperti Sulawesi Barat. 

2. Saran Teoritis: Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas model 
konseptual dengan menambahkan variabel mediasi atau moderasi lain seperti 
digitalisasi keuangan, orientasi pasar, dan inovasi hijau yang dapat memperkaya 
pemahaman tentang mekanisme pembentukan keberlanjutan UMKM. Selain itu, 
pendekatan mixed method melalui wawancara mendalam dapat digunakan untuk 
memvalidasi hasil kuantitatif dan menggali aspek perilaku, kebijakan, serta dinamika 
kelembagaan yang belum terungkap secara statistik. Dengan penguatan pada konteks 
metodologis dan pengembangan model, penelitian mendatang diharapkan mampu 
memperluas dasar teoretis dan memperkaya literatur tentang pembangunan 
ekonomi berkelanjutan berbasis UMKM di daerah berkembang. 
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